TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA

NO.18 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MIRAS

DI PAMEKASAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Progra iana Strata Satu
PERPUSTAKAAN
Ilmu Syariah CUDS I ARKRAAN

‘(-“:.1"'-.'.:.‘? ,‘;!r:: :\'.« :.‘:;_.‘..\!‘.‘_,‘-

No. ELAS

d2072

KU @

Oleh: *;._9_ I TANGGAL
Setiawan Fu’adi
NIM. C33208004

r;: REG 2 &dard /8y /3
ASAL BUKU : g

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2012



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Setiawan Fu’adi

NIM : C33208004

Fakultas/Jurusan : Syarialy/ Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap

Implementasi Perda No.18 Tahun 2001 Tentang

Larangan Miras Di Pamekasan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah

hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. -

Surabaya, 3 Agustus 2012

" Setiawan Fu’adi
NIM. C33208004




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Setiawan Fu’adi ini telah diperiksa dan disetujui
untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2012

Dosen Pembimbihg

Dra. Jeje Abd. Rojak, M. Ag
NIP: 19631015 1991031003



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Setiawan Fuadi telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skrip:
Fakultas Syariah TAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 dan dapat diterim

sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:
Ketua, Sekretaris,

Yy
_—

Drs. Jeje Abd. Rojak, M. Ag Moh. Hatta, MH.I

NIP: 196310151991031003 NIP: 197110262007011012

Penguji I, Penguji 11, Pembimbing,
Muh. Sholihuddin, MH.I Drs. Jeje Abd. Rojak, M. Ag

NIP. 194810061978031003 NIP. 197707252008011009 NIP 196310151991031003

Surabaya, 04 September 2012
Mengesahkan

LH. A Faishal Hag, M. Ag.
NIP:195005201982031002

iv



ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Reseacrh) tentang Tinjauan
Siyasah Syar’iyah Terhadap Implementasi PERDA No.l18 Tahun 2001 Tentang Larangan
Miras Di Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai
Bagaimana implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di
Pamekasan, dan mengenai Bagaimana tinjauan Siyasah Syar’iyah terhadap implementasi
PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.

Data penelitian ini diperoleh dari PERDA Kabupaten Pamekasan Madura yang
menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu
memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan
metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang implementasi
PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan,, kemudian ditarik
kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan Siyasah Syar’iyah serta ditarik
kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001
Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat
pamekasan tanpa terkecuali, baik peminum, pengoplos, penjual, penjamu, pengedar,
penimbun, dan penyimpan serta diberi sanksi bagi para pihak yang terlibat. Meskipun
terdapat edaran Mendagri Gunawan Fauzi yang mengusulkan untuk mencabut PERDA
tentang larangan miras tetapi para pihak perda sendiri tidak akan mencabutnya atau
merevisinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001
Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat
pamekasan tanpa terkecuali. Obyek penelitiannya berupa Miras dan barang-barang yang
haram lainnya yang dapat merusak generasi bangsa. Adapun tinjauan Siyasah Syar'iyah
mengenai Perda tentang larangan miras ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sesuai denagan ajaran agama Islam yang melarang barang haram
tersebut karena lebih banyak manfaatnya dari pada madaratnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan
antara lain: pertama dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas
kemaslahatan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al- Hadits. Kedua
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap
memberlakukan dan melarangan miras/khamar karena dapat mengakibatkan hal-hal yang
tidak baik.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama rahmatan li al-alamin selalu memerintahkan
hamba-hambanya untuk membersihkan diri baik secara dhahir maupun secara
batin. Secara dhahir, manusia diperintahkan agar selalu membersihkan diri dari
hadats kecil, hadats besar, dan seluruh kotoran-kotoran. Sedangkan secara batin,
‘manusia diperintahkan agar selalu memebersihkan diri dari segala sifat dan
perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam seperti riy0, takabur, makanan dan
minuman yang diharamkan, dan lain sebagainya.

Dewasa ini, dengan adanya pergaulan bebas dan kenakalan remaja
dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia terdapat individu maupun
kelompok yang sering menggunakan minuman keras (MIRAS) baik sebagai
peminum, penjual, maupun sebagai produksi. Persentasi penduduk yang tidak
peminum alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan
negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang tidak
peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria

mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan



peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang
dari 6 persen.'

Melalui paparan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengkonsumsi
minuman beralkohol atau minuman keras tidak hanya terdapat di negara-negara
non Muslim akan tetapi juga terdapat di negara-negara Muslim bahkan
kemungkinan besar lebih banyak pengkonsumsinya.

Minuman keras (khamar) adalah segala macam minuman yang
memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Minuman
keras dapat mengakibatkan peminumnya mengomel sendiri tanpa sadar, sehingga
tidak tahu apa yang diperbuat ketika mabuk. Dan dalam jangka panjang, sesorang
yang hobi minum minuman keras akan membuat organ dalam tubuhnya rusak.’

PERDA melarang minuman keras atau beralkohol pada hakekatnya
dapat merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan
norma agama dan susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta
dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan
yang agamis, maka perlu menetapkan.larangan atas minuman beralkohol dalam
Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam syari’ah Islam minuman keras atau yang dikenal dalam hukum

Islam dengan istilah khamar merupakan minuman yang dilarang oleh Agama.

'Sulaiman, “Minuman beralkohol” dalam http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421 (11
Mei 2012)

? Muhammad Syukron Maksum, Suramnya Surga Indahnya Neraka, (Yogyakarta: Mutiara Media,
2010). 108-109.



Proses pengharaman minuman keras dalam syari’at Islam dilakukan secara
gradasi atau secara bertahap, hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa firman
Allah, sebagai berikut:’

1. Firman Allah dalam Surat Al-Nahl ayat 67:*

$r

‘2 P o "o ‘. Z, -~ I o - d ; o -

L 65, VAL A 0hasd OB e o )

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang
memabukkan dan rezeki yang baik.”

2. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 2193
G E 0 0 g 0
Artinya: “Mereka bertanya kepadamu mengenai khamr dan judi. Katakanlah:

Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusi.”

3. Firman Allah dalam Surat Al-Nisa’ ayat 43:°
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan
kamu dalam keadaa mabuk.”

3 Ali As-Shabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam, (Beirut: Dér Kutub al-Iimiyah, 2004), 193.
4 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Kudus: Mubarokatan Toyyibah, t.t.), 274.
3 Ibid., 34.

8 Ibid., 85.



4. Firman Allah dalam Surat Al-Ma’idah ayat 90:’
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr,
berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah
perbuatan keji.”

Melalui beberapa firman Allah tersebut di atas dapat dipahami bahwa

pengharaman minuman keras oleh syari’at Islam tidak diharamkan secara
langsung akan tetapi secara bertahap.

Di Kabupaten Pemekasan, minuman keras atau minuman berakohol
merupakan minuman yang dilarang dikabupaten tersebut baik bagi penjual,
peminum, maupun produksinya. Larangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Atas
Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan,

Adapun pelarangan tersebut terdapat dalam Perda pasal 2 Bab II Ayat 1
dan 2 yang berbunyi: “ (1) Dilarang bagi setiap orang / badan usaha / perusahaan
memproduksi, mengedar, memperdagangkan, menawarkan, menimbun,,
menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa, dan / atau meminum minuman
beralkohol.” (2)“ Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
berlaku untuk: a. diseluruh Kabupaten Pamekasan. b. semua warga masyarakat
Kabupaten Pamekasan. c. semua warga masyarakat daerah lain dan/ atau orang
asing yang berada di Kabupaten Pamekasan”. Sedangkan ketentuan pidananya
terdapat dalam Bab V pasal 5, 6, dan 10. Dengan ancaman pidan bagi yang
memproduksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan/ pidana denda paling
banyak 5.000.000, 00. Bagi yang meminum diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 2.000.000,00. sedangkan
bagi yang memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 5.000.000,00.

7 Ibid, 123.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah,



Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud hdengan penjual
adalah setiap orang atau badan usaha atau perusahaan yang meminum minuman
beralkohol. Peminum adalah setiap orang yang meminum minuman yang
beralkohol. Memproduksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan minuman

beralkohol.

Akhir-akhir ini, penetapan PERDA tentang larangan minuman keras di
Kabupaten Pamekasan tersebut merupakan salah satu perda yang memperoleh
Surat Edaran Mendagri Gamawan Fauzi 188.34/ 4561/SJ tanggal 16 November
2011 yang fnengusulkan untuk mencabut Perda Larangan Miras di sejumlah
daerah. Dalam edarannya berisi tentang usulan untuk mencabut larangan miras
dikarenakan dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997
tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diperbolehkan
dengan izin mentri perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peratuaran
pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri.Selain itu Perda juga
berwenang untuk menetapkan kebolehan atas produksi, penjual, dan pembeli.
Dengan adanya kebolehan tersebut maka Mendagri Gamawan Fauzi mengedarkan
untuk mencabut larangan miras di Kabupaten Pamekasan.

Surat edaran Mendagri tersebut memperoleh respon negatif dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan melalui juru bicara DPRD Pemekasan



Suli Faris bahwa pemerintah tidak akan merivisi perda tersebut apalagi
mencabutnya.9

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dengan judul: “Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap
Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras Di

Pamekasan.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latarbelakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalah yang
dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Latar belakang pencabutan Perda Kabupaten Pamekasan tentang larangan
miras
2. Dampak positif dan negatif terhadap pencabutan Perda tentang larangan miras
3. Kwantitas pemakai minuman keras di Kabupaten Pamekasan
4. Tinjavan siyasah syar’iyah terhadap pencabutan Perda tetang miras di
Kabupaten Pamekasan
Adapun yang menjadi pembatasan permasalah dalam penelitian yang
akan peneliti lakukan bahwa peneliti hanya mengkaji tentang impelementasi
PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan

untuk ditinjau menurut siyasah syar'iyah.

° Suli, “Anti Miras” dalam http.//www.bersamadakwah.com/201 2/01/dprd-pamekasan-tolak-cabut-
perda-anti.html (11 Mei 2012)



C. Rumusan Masalah
Melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas,
maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
1. Bagaimana implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras
di Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauvan Siyasah Syar’iyah terhadap implementasi Perda No. 18

Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Melalui kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat
penelitian terdahulu yang mengkaji tentang miras yang mempunyai relevansi
dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan PERDA No. 30 Tahun 2002
Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Syari’ah Islam
(Studi di Pemda Kabupaten Sampang),” Skripsi, Fakultas Hukum, Jurusan
Syari’ah Twining Program, Universitas Muhammadiyah Malang, oleh Nurul
Laila, tahun 2004.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERDA No. 30 Tahun 2002
Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol di Kabupaten Sampang dalam
pelaksanannnya adalah efektif secara formalitas, yaitu efektif pada saat setelah

diundangkannya Perda dengan alasan bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya



perkara yang ditangani oleh penegak hukum (kepolisian) pada kasus penimbunan
dan penjualan minuman keras.Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa
penegakan perda No. 30 Tahun 2002 Tentang Larangan Atas Minuman
Beralkohol dalam penegakannya adalah efektif secara formalitas yaitu terhitung
perkara yang telah diputus vonis hukumnan oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan
kurangnya dari aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian) dalam mengatasi
peredaran, penimbunan, penjualan miras di tempat dan jalan-jalan umum. Dengan
kurangnya penanganan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu sebab
dari kebutaan warga masyarakat terhadap adanya PERDA. No. 30 Tahun 2002
Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol di Kabupten Sampang.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang PERDA dan
minuman beralkohol. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian yang akan peneliti
lakukan lebih menfokuskan pada tinjauan siyasah syar'iyah terhadap
implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten

Pamekasan.

. Tujuan Penelitian

" Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, makan tujuan penulisan
penelitian ini yaitu:
. Untuk mengetahui implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang

Larangan Miras di Pamekasan.



2. Untuk mengetahui tinjavan Siyasah Syar’iyah terhadap implementasi PERDA

No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini
dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai
berikut:
1. Teoritis
Peneliti berharap dengan adanya penulisan karya ilmiah ini, dapat
memberikan manfaat secara teoritis bagi penulis khususnya dan begi para
pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi informasi dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum, serta dapat
dijadikan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan untuk penelitian-
penelitian selanjutnya.
2. Praktis
Secara praktis, peneliti berharap agar hasil penulisan karya ilmiah
ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dijadikan pijakan dalam
melaksanakan peraturan khususnya dalam mengimplementasikan undang-

undang No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.



10

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari berbagai interpretasi yang beranekaragam dalam
memahami penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk menjelaskan
beberap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Siyasah Syar’iyah: Secara etimologi siyasah mempunyai arti manajemen dan
politik,lo sedangkan syar ‘iyah berarti hukum dan peraturan.” Adapun yang
dimaksud dengan siyasyah syar’iyah dalam penelitian ini yaitu pengaturan
urusan masyarakat atas dasar segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang
sejalan dengan jiwa dan prinsip-prinsip syari’ah Islam.

2. PERDA No. 18 Tahun 2001: Yaitu merupakan peraturanldaerah Kabupaten
Pamekasan tantang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah
Kabupaten Pamekasan, baik yang menyangkut dengan produksi, penjual, dan
pembeli.

3. Khamar ( minuman keras): cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian
atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan
menggunakan  Katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk

memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian,

1 Adib Bisri dan Munawwir, 4-Bisri Kamus Indonesia Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999),
351.

" Ibid., 371.
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karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Maksudnya menutupi dan

merusak daya tangkapnya.'?

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research), yaitu
penelitian terhadap tinjauan siyasah syar’iyah terhadap implementasi PERDA
No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan.
1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan
penelitian ini, maka data-data yang akan dimpulkan oleh peneliti dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di
Pamekasan.
b. Tinjauan Siyasah Syar’iyah terhadap implementasi PERDA No. 18 Tahun
2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.
2. Sumber Data
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam
penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti

menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut:

12 M. Ali Hasan, Masail Fighiyah Al- Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998 ). 149.
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a. Data primer

Data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian ini
yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung.'* Adapun
yang dimaksud dengan data primer yaitu:

1) Implementasi PERDA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Pamekasan.

2) Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang larangan miras

3) Undang-undang RI no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan

5) Tokoh masyarakat Kabupaten Pamekasan

. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang dibutuhkan oleh
peneliti dalam penulisan penelitian ini.'* Adapun data sekunder yang
dimaksud yaitu:

1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2. Surat Edaran Mendagri Nomor 188.34/ 4561/SJ tanggal 16 November
2011.

3. Keputusaﬂ Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan

Pengendalian Minuman Beralkohol.

13 Cholid Narbu dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 100

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: PT. Alfabeta, 2007), 80.
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4. Ali As-Shobuni, Tafsir Ayat Al-AhkaOm, BeiruOt: DaOr Al-Kutub al-
Ilmiyah, 2004.
5. Sumber rujukan lain seperti makalah, jurnal, koran, dan lain

sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/
subyek yang mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.'®

Dalam penelitian ini mengambil populasi dari wilayah PERDA
Kabupaten Pamekasan, kemudian populasi yang dijadikan penelitian
adalah PERDA Kabupaten Pamekasan dan masyarz}kat Pamekasan, baik

produksi, penjual, dan pembeli yang bersangkut paut dengan Miras.

. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan krakteristik yang dimiliki
populasi tersebut.'® Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive sampel yaitu teknik yang
berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan
mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri dan sifat-sifat

1S 1bid.,

16 Ibid, 81



14

yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama dalam
mengambil sampel. 17
Karena keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian ini tidak
memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat yang ada sangkut
pautnya dengan miras, maka penulis mengambil sampel 7 orang yaitu:
Arief Handayani sebagai sekertaris DPRD Pamekasan, Masduki sebagai
tokoh masyarakat, Mulyono sebagai PEMKAB Pamekasan, Mustofa
sebagai masyarakat Pamekasan, Khalilurrahman sebagai tokoh agama,
Joko sebagai ketua SATPOL PP, Solihin sebagai pemilik hotel madinah.
4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam
penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa tekhnik
pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan
kajian penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah salah satu tekhnik pengumpulan data dengan
terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fakta-fakta yang ada.'®
Peneliti menggunakan observasi sebagai tekhnik pengumpulan

data yaitu untuk mengamati secara langsung mengenai implementasi

17 Cholid Narbu dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.
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Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di
Kabupaten Pamekasan.
b. Wawancara
Wawancara yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakuka oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.'®
Peneliti  menggunakan  wawancara  sebagai  tekhnik
pengumpulan data yaitu untuk mengetahui secara langsung melalui tanya
jawab dengan beberapa pemerintah daerah dan tokoh masyarakat mengenai
implementasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan
Miras
S. Teknik pengolahan data
Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang
telah dikumpulkan, maka peneliti menggap perlu melakukan pengolahan data
melalui beberapa tekhnik sebagai berikut:

a. Pengeditan: Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah
diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit apabila
tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.

b. Pemberian kode: Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang
diperoleh dan sudah diedit, kemudian dikumpulkan sesui dengan relevansi

masing-masing data tersebut.

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta,
2006), 155.
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c. Pengkategorisasian: Yaitu mengkategorisasikan/ mensistematisasikan
data. Data yang sudah diedit dan diberi kode kemudian diorganisasikan
sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang telah dipersiapkan.?

Teknik analisa data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul
semua dan sudah diolah melalui tekhnik pengolahan data yang digunakan oleh
peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Bogdan menyatakan: “Bahwa
analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan
kepada orang lain.*!

Untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan dioleh
melalui tekhnik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskripif.
Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan
mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek
kajian dalam penelitian ini.” yaitu mendeskripsikan implemenasi PERDA No.
18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deduktif untuk

menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti

2 Ibid.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

2 Ibid., 225
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dalam penelitian ini. Metode deduktif yaitu metode analisa data dengan
memaparkan data-data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik
kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk
memaparkan secara umum mengenai implementasi PERDA No. 18 Tahun
2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan, dan kemudian ditarik

kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjavan siyasah syar 'iyah.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka
penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahulun, dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi
penelitian secara umum yang terdiri dari: A. Latar belakang, B. Identifikasi dan
batasan masalah, C. Rumusan masalah, D. Kajian pustaka, E Tujuan penelitian, F.
Kegunaan hasil penelitian, G. Definisi Operasional, H. Metode penelitian, I.
Sistematika pembahasan.

BAB I Kajian teori, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang
Pengertian Miras, Dasar Hukum Khamr , Macam-macam Khamr, Tujuan
Lérangan Khamr, Pelaksanaan PERDA Persepektif Siyasah Syar’iyah.

BAB III Pada bab ini, penyajian data yang akan mendeskripsikan

Implementasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras.
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BAB IV Analisa data, terhadap Implementasi PERDA No. 18 Tahun
2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Tinjauan

siyasah syar’iyah. Dan BAB V Penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran.



BABII

MINUMAN KERAS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengerrtian Minuman Keras

Minuman keras dalam hukum Islam dikenal dengan istilah khamr,
Adapun pengertian khamr secara etimologi, kata khamr merupakan bentuk
masdar dari kata khamara yakhmuru khamran yang artinya menutupi.' Jenis
minuman memabukkan dinamakan khamr dikarenakan dapat menutupi dan
menyembunyikan akal.”> Menurut Qurais Syihab mengatakan: “bahwa khamar
terambil dari kata khamara yang menurut pengertian kebahasaan adalah
“menutup”. Karena itu, makanan dan minuman yang dapat mengantar kepada
tertutupnya akal dinamai juga khamr>

Sedangkan pengertian khamr secara terminologi, terdapat barbagai
macam definisi mengenai khamr yang dikedepankan oleh para ahli, yaitu dapat
peneliti paparkan sebagai berikut:
1. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa khamar adalah cairan yang dihasilkan

dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya

' Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 121.
*Muhammad Ali Al-Shobuni, Rowai’ Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an, Juz. I
(Damsyiq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 267.

M. Quraish Syihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), 147.
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menjadi alkohol dengan menggunakan Kkatalisator yang mempunyai
kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu melalui proses
peragian.*

2. Syaikh Salim bin ‘led Al-Hilali mendefinisikan bahwa khamr ialah apa saja
yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab
diharamkannya khamr dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman
khamritu karena benda (subtansi) k4amritu sendiri tidak shahih.’

3. Wahabah Al-Zuhaili mendifinisikan bahwa khamr ialah air anggur yang
dimasamkan, dan dinamakan khamr adakalanya dikarenakan menutupi
pikiran, dan adakalanya dikarenakan mengelabuhi pikiran, dan adakalanya
khamr menutupi jiwanya agar tidak terjadi sesuatu yang buruk baginya.’

Dari beberapa definisi mengenai khamr di atas baik secara
etimologi maupun terminologi, dapat peneliti pahami bahwa khamr ialah
segala jenis minuman yang memabukkan yang dapat menghilangkan dan
menggaggu akal pikiran, dan merupakan jenis minuman yang diharamkan
dalam Islam.

Mengenai minuman-minuman yang termasuk dalam kategori

khamr terdapat beberapa perbedaan. Abu Hanifah mengatakan bahwa

4Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, Juz 11, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 319.

3 Salim, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan Hadits, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i,
2005), 184,

Wahbah Al-Zuhaili, 4I-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz. V1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 149,
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khamar ialah minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur saja,
sedangkan minuman memabukkan yang terbuat selain dari anggur seperti
minuman yang terbuat dari kurma dan biji gandum tidak dikategorikan
sebagai khamr akan tetapi dinamakan nabiz. Adapun jumhur ulama’ Malik,
Syafi’i, dan Hambali mengatakan bahwa khamr merupakan jenis setiap
minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan anggur, kurma,
gandum, dan lain sebagainya.’

Dengan berdasarkan pada pendapat jumhur ulama’ tersebut di
atas dapat dipahami, bahwa setiap jenis minuman yang memabukkan
merupakan khamr , baik terbuat dari perasan anggur sebagaimana banyak
didefinisikan oleh para ulama’ maupun terbuat dari bahan-bahan lainnya. Di
samping itu, dapat dipahami juga bahwa segala jenis benda-benda konsumtif
yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal pikiran dapat
dikategorikan sebagai khamr , seperti wine, whisky brandy, sampagne,
malaga dan lain-lain, selain itu juga ada benda padat yang bisa memabukkan
seperti ganja, morfin, candu, pil BK, nipan, magadon, dan lain-lain atau

biasa yang di sebut dengan narkoba.

"Ibid., 277.
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B. Dasar hukum khamr
Pada masa jahiliyah, khamr merupakan jenis minuman yang tidak
diharamkan untuk di konsumsi dan pada saat itu banyak kalangan orang-
orang Arab menjadikan khamr sebagai minuman kesukaan dan kebanggan.
Di samping itu, pada masa awal datangnya syari’at Islam sebagian kalangan
masayarakat Arab tetap meminumnya karena pada khamr terdapat manfa’at
yang besar, dan sebagian yang lain dari kalangan Arab meninggalkan khamr
dikarenakan merupakan dosa besar dan dapat menghilangkan harta dan akal.
Dari proses pengharaman atau pelarangan minum khamr pada
masa datangnya Islam tidak dilakukan secara langsung akan tetapi dilakukan
secara bertahap agar tidak menyulitkan masyarakat pada saat itu yang biasa
meminum khamr . Terdapat empat ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan
tentang proses pelarangan khamr, sebagai berikut:®

1. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67:

- - Ll
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Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang
memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu

31bid., 272-273.
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benar-benar terdapat tanda kcbesaran Allah bagi orang-orang yang
memikirkan.”

Pada ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada awal
Islam orang-orang Islam masih tetap minum khamr pada masa saat itu
masih belum diharamkan. Di samping itu, berdasarkan ayat tersebut di
atas dapat dipahami bahwa Allah telah menjelaskan kepada orang orang
yang biasa minum khamr bahwa Allah telah memberi karunia kepada
manusia berupa pohon kurma dan anggur yang dapat dijadikan sebagai
minuman keras yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal, dan
dapat dijadikan sebagai rezki yang baik yang bermanfaat buat kehidupan
manusia. Pada ayat tersebut belum terdapat hukum mengenai
pengharaman khamr, akan tetapi hanya terdapat indikasi bahwa kurma
dan anggur dapat dijadikan sebagai bahan untuk mabuk, dan dapat

dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat.

2. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:

- . s Mo /o.°: of - o./ zf{oA‘o/
Ww u;;\,ww@u,rf uﬁ‘}“f&,#\gp&jju

’ Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya,( Kudus: Mubarokatan Toyyibah), 274.
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Artinya: “Mercka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.
Katakanlah: pada kedvanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya.”'°

Diriwayatkan mengenai asbabun nuzul ayat tersebut di atas,
bahwa sekolompok kaum Anshar datang kepada Rasulullah, kemudian
mereka berkata : Berilah kami penjelasan mengenai khamr dan judi
sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan

harta, kemudian turun ayat tersebut di atas.'’

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa
setelah turunnya ayat tersebut sebagaian masyarakat Arab meninggalkan
minuman khamr karena merupakan dosa besar, dan sebagian yang lain

tetap meminumnya karena terdapat manfa’at bagi manusia.

Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 43:

P

T 00 s s 28 T0, S P o s, 7.3 ° tr’ o tor o 0.0 LH.
cee O3 Gl 2 O (3T aal 1Y AT L G

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat,
sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa
vang kamu ucapkan.”"?

Diriwayatkan mengenai turunnya ayat tersebut di atas,

bahwa Abd Al-Rahman bin ‘Auf mengundang sahabat-sahabat

1° 1bid., 34.

""Muhammad Ali Al-Sobuni, Shofwah Al-Tafasir, (Maktabah Syamelah), 125-126.

2 phid., 85.
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Rasulullah, kemudian ia menghidangi makanan dan minuman khamr
kepada mereka, dan ketika waktu shalat maghrib telah tiba salah satu
dari mereka mengimami shalat kemudian membaca: (Qu/ yaa ayyuha al-
Kafirun a’budu mata’budun) dengan membuang huruf (la) kemudian

turun ayat teresebut di atas."

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami, bahwa meminum
khamr pada waktu masuknya waktu shalat dan sescorang yang
melakukan shalat dalam keadaan mabuk tidak diperbolehkan. Di
samping itu juga dapat dipahami, bahwa setelah turunnya ayat tersebut
di atas larangan minum khamr sudah ditetapkan akan tetapi hanya pada
waktu shalat saja, dan di luar waktu salat minum khamar tetap dilakukan

oleh sebagian kalangan Arab pada saat itu.

4. Firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 90:
Iy s 0 ¥ o 200 - . o, - 2 of .- 40 7 ) oM 0.0 %
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah

*Ibn Jauzi, Zadu Al-Maisir Fi Ilm Al-T. afsir (Maktabah Syamelah), 408.
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adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”"*

Ayat tersebut di atas diturunkan terkait dengan peristiwa
pemukulah sahabat Sa’ad, yaitu pada waktu sahabat ‘Utban bin Malik
memanggang kepala unta dan ia mengundang beberapa kaum Muslimin
termasuk diantaranya Sa’ad bin Abi Waqqas, dan pada saat itu mereka
berbangga dan mendendangkan sya’ir-sya’ir, sebagian dari mereka
mendendangkan sya’ir membanggakan masyarakat mercka dan mengejek
kaum anshar, kemudian seseorang dari kaum anshar mengambil tulang unta
dan memﬁkulkannya kepada Sa’ad, kemudian Sa’ad pergi ke Rasulullah
untuk mengadukan apa yang telah diperbuat oleh kaum Anshar kemudian
Allah menurunkan ayat tersebut di atas.'

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat di pahami, bahwa
minuman khamr merupakan minuman yang dilarang dalam syari’at Islam
karna khamr dapat menjadikan seseorang hilang akalnya, dapat melakukan
hal-hal yang merusak, permusuhan, dan kebencian di antara sesama manusia.
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ma’idah ayat 91:

3 ° 40‘5 P of - o 7 9.’/9//:/// o‘atr.o ° "ar ° .3
B S5 LR oS Aaly iy a3 oUaly $5000 oS 2y of ol A

-
.

¥ Ibid., 123.
'SAli Al-Shobuni, Rowai’ Al-Bayan., 273.
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Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusulian dan kebencian di antara kamu lantaran meninum khamr dan
berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang,
maka berhentilah kamu dari mengerkan pekerjaan itu.”'®

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa: “Pengharaman khamr sesuai
dengan pendidikan Islam yang bertujuan mewujudkan pribadi yang kuat,
baik badan, jiwa, dan akalnya, dan tidak diragukan bahwa khamr dapat
melemahkan pribadi seseorang dan menghilangkan elemen-elemennya,
apalagi clemen akal. Dan apabila akal telah hilang maka seseorang akan
berubah menjadi hewan ganas, yang dapat menimbulkan kejelekan dan
kerusakan yang tanpa batas seperti pembunuhan, permusuhan, kejahatan,
penyebaran rahasia, dan pengkhianatan pada tanah air, termasuk pengaruh
dari meminuman khamr”"

Terkait dengan pengharaman seluruh jenis khamr, Yusuf Al-
Qardawi mengatakan bahwa: “Pertama kali yang dicanangkan Nabi
Muhammad tentang masalah arak, yaitu beliau tidak memandangnya dari
segi bahan yang dipakai untuk membuat arak itu, tetapi beliau memandang
dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu,
bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti dia itu arak, betapapun
merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia dan bahan apapun yang
dipakai. Oleh karena beer dan sebagainya dapat dihukumi haram.”'®

Di samping itu, Yusuf Al-Qardawi juga mengatakan: “Bahwa
Rasulullah tidak menganggap sudah cukup dengan mengharamkan minum
arak, sedikit ataupun banyak, bahkan memperdagangkanpun tetap
diharamkan, sekalipun dengan orang luar Islam. Oleh karena itu tidak halal
hukumnya seorang Islam mengimpor, atau memprosedur arak, atau
membuka warung arak, atau bekerja di tempat penjualan arak. Dalam hal ini
Rasulullah pernah melaknatnya, yaitu seperti tersebut dalam riwayat
dibawah ini:

“Rasulullah melaknat tentang arak, sepuluh golongan: 1) yang
memerasnya, 2) yang meminta diperaskannya, 3) yang meminumnya, 4)
yang membawanya, 5) yang minta dihantarinya, 6), yang
menuangkannya, 7) yang menjualnya, 8) yang makan harganya, 9) yang

1 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Kudus: Mubarokatan Toyyibah), 124.
""Sabiq, Figh Al-Sunnah., 314-315,

8 Yusuf Al-Qardawi, Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam, (Beirut: Al-Maktabah Al-Islami, 1980), 70-
71.
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membelinya, 10) yang minta dibelikannya.” (riwayat Tirmidzi dan Ibn
Majah)."”

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pengharaman khamr
bukan disebabkan oleh dzat khamr itu sendiri melainkan dikarenakan dari
dampak minuman khamr yang dapat menjadikan seseorang hilang akalnya.
Oleh karcna itu, seluruh bentuk minuman yang memabukkan apapun bentuk
dan namanya digolongkan sebagai khamr yang dilarang untuk dikonsumsi.
Disamping itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas juga dapat dipahami
bahwa pengharaman khamar  bukan hanya bagi sescorang yang
meminumnya akan tetapi larangan atau pengharaman tersebut juga berlaku
bagi orang-orang yang berkaitan dengan khamr baik itu penjual, pembeli,
dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kajian Figh Jinayah, jumhur ulama’ sepakat seseorang
bahwa seseorang yang meminum khamr dikenakan hukuman had, akan
tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar hukuman #ad tersebut,
yaitu sebagai berikut:%°
a. Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hukuman Aad

bagi seseorang yang meminum khamr dikenakan hukuman delapan puluh

®1bid., 71-72.

Abd Al-Rahman Al-Jazairi, 4/-Figh ‘Ala Al-Mad\\z0ahib Al-Arba’ah, Juz. V, (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 14-15.
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jilid karena Umar telah menetapkannya dengan delapan puluh ji/id dan
disetujui oleh para sahabat.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa hukuman Aad bagi seseorang yang
minum khamr yaitu empat puluh ji/id karena hal tersebut ditetapkan oleh
Nabi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas: “Bahwa
Nabi memukul seseorang yang minum khamr dengan pelepah kurma dan
sandal sebanyak empat puluh kali.”*!

Terkait dengan hukuman had bagi seseorang yang minum

khamr, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peminum khamr

sehingga dapat ditetapkannya hukuman Aad tersebut. Adapun syarat-syarat

tersebut sebagai berikut:*

a.

b.

Peminum khamrharus berakal, maka tidak berlaku bagi orang gila.
Peminum khamr harus baligh, maka tidak berlaku bagi anak kecil.
Peminum khamr merupakan orang Islam, maka tidak berlaku had bagi
orang kafir, begitu juga melarangnya.

Merupakan pilihannya bukan paksaan.

Tidak terkandung pada minumannya sebuah gumpalan.

Peminum khamrharus mengetahui bahwa yang diminumnya khamr.

Peminum harus mengetehui bahwa khamrhukumnya haram.

2 1bid.,

2 Wahbah A/-Figh Al-Islami., 150-151.
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h. Asumsinya merupakan haramnya apa yang ia minum.

Sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana
discbutkan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300 dan
pasal 563, yaitu sebagai berikut:**

a. Pasal 300 KUHP:
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman
yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
b) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang
umurnya belum cukup enam belas tahun.
c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
b. Pasal 563 KUHP
1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum,
diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh
lima rupiah.
2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak

adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang

3L ihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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sama atau yang dirumuskan 492, pidana denda dapat diganti dengan
pidana kurungan paling lama tiga hari.

3) Jika terjadi pengulangan dalam satu tahun setelah pemidanaan
pertama berakhir menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling
lama dua minggu.

4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah
pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya
atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama

tiga bulan.

C. Macam-macam khamr

Sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa segala jenis
minuman yang memabukkan dikategorikan sebagai khamr dan hukumnya
haram. Pada saat terdapat berbagai jenis minuman dengan jenis dan nama
berbeda-beda yang dapat dijumpai di berbagai tempat. Wahbah Al-Zuhaili
mengatakan bahwa terdapat tujuh jenis minuman yang diharamkan, sebagai

berikut:**
1. Al-khamr. adalah sebuah nama air baku yang tidak matang terbuat dari
air anggur setelah direbus, dan dicampur dengan mentega, dan tidak

sampai mendidih, hingga jernih.

% Wahbah, Al-Figh Al-Islami., 152-153.
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2. Al-Sakar: adalah rendaman kurma baru yang tidak dimasak, atau air
baku terbuat dari air kurma basah apabila sudah matang dicampur
dengan mentega, dan tidak sampai mendidih.

3. Al-Fadjj: adalah nama air baku terbuat dari air kurma yang belum masak,
apabila sudah sangat masak dicampur dengan mentega.

4. Naqi’ alzabib: adalah nama air baku terbuat dari anggur kering yang
direndam di air hingga manisnya hilang, tidak di masak, dan dicampur
dengan mentega.

5. AFtala’ atau al-mutsallas; adalah nama untuk air yang dimasak terbuat
dari air kurma, apabiia sepertiganya hilang dan sisa sepertiganya maka
menjadi minuman yang mamabukkan.

6. AlLBazaq atau al-munasshaf: adalah air yang di masak terbuat dari air
anggur hingga sepertiganya hilang, baik kurang dari sepertiga atau
separuh, dapat menjadi minuman yang memabukkan.

7. Akjumhuri. adalah air anggur yang dimasak dan sisa sepertiga yang
dicampur dengan air hinggan kembali pada kadar seperti semula.

Di samping beberapa jenis minuma keras tersebut di atas,
terdapat beberapa jenis minuman lain dengan nama dan jenis yang terdapat

pada saat ini, yaitu sebagai berikut:?

5Imam “Minuman Beralkoho!l” dalam http./fid. wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, (15 juni

2012).




33

a. Anggur: atau yang disecbut wine adalah minuman beralkohol yang dibuat
dari sari anggur jenis vitis venifera yang biasanya hanya tumbuh di
daerah 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan seperti di Negara
Amerika.

b. Bir: adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses
fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan.

¢. Bourbonm. adalah sebutan untuk wiski khas Amerika yang di buat di
Bourbon Country Amerika Serikat. Menurut hukum AS, bahan baku
bourbon harus paling sedikit terdiri dari 51% jagung, dan selebihnya
hingga sekitar 70% adalah gandum dan/atau rye, serta malt (jelai yang
dibuat bir kecambah). Kadar alkohol bourbon yang dihasilkan tidak
boleh lebih dari satuan kadar alkohol 160 (U.S.) proof (80% etanol, 20%
air), dan disimpan untuk pematangan paling sedikit selama dua tahun
dalam tong baru dari kayu ek yang permukaan dalamnya dihanguskan
dengan api. Proses pematangan dengan disimpan selama dua tahun
adalah persyaratan resmi bila wiski ingin disebut "straight bourbon", tapi
bukan syarat resmi untuk sekadar disebut "bourbon". Pada praktiknya,
sebagian besar wiski bourbon mengalami proses pematangan dengan cara
disimpan paling sedikit 4 tahun.

d. Brendi. adalah istilah umum untuk minuman anggur hasil distilasi, dan

biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%. Bahan baku brendi
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bukan hanya anggur, melainkan juga pomace (ampas buah anggur sisa
pembuatan minuman anggur) atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku
tidak ditulis pada label, brendi tersebut dibuat dari buah anggur asli.
Brugal. adalah merek dagang berbagai jenis rum dari Republik Dominika
yang diproduksi oleh Brugal & Cia. Brugal dan dua merek rum lainnya
asal Dominika (Barcelo dan Bermudez) sering disebut sebagai tiga B.
Brugal memiliki tiga lokasi distilasi, satu di Puerto Plata dan dua di San
Pedro de Macoris.

Chianti: adalah minuman anggur merah terkenal asal Chianti di daerah
Toscana, Italia. Anggur Chianti mudah dikenali dari kemasan botol yang
disebut fiasco, berupa botol pendek yang dibungkus keranjang anyaman.

. Mirim: adalah bumbu dapur untuk masakan Jepang berupa minuman
beralkohol berwarna kuning, berasa manis, mengandung gula sebanyak
40%-50% dan alkohol sekitar 14%. Mirin digunakan pada masakan
Jepang yang diolah dengan cara nimono (merebus dengan kecap asin dan
dashi) dan campuran untuk berbagai macam saus, seperti saus untuk
kabayaki (fare), saus untuk soba (soba-tsuyu), saus untuk tempura
(tentsuyu) dan saus teriyaki.

. Sampanye. adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan
di kawasan Champagne di Perancis, sekitar 90 kilometer di timur laut

Paris. Reims adalah salah satu wilayah penghasil sampanye yang
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terkenal. Umumnya terbuat dari anggur pinot noir, sampanye yang
berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan.

i. Tuak: adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari
bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebuat
pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang
biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti
nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber
lain.

j- -Vodka: adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan
tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi.

k. Wiski. merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari
fermentasiserealia yang mengalami proses mashing (dihaluskan,
dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi
sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari

kayu (biasanya kayu ek).

D. Tujuan larangan khamr
Setiap perbuatan yang dilarang terdapat hikmah yang
terkandung di dalamnya. Adapun hikmah dikharamkannya khmar ialah
untuk mewujudkan pribadi yang kuat bagi manusia baik pada badan, jiwa,

dan akalnya. Tidak dapat diragukan bahwa khamr dapat melemahkan pribadi
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scseorang dan menghilangkan elemen-elemennya, lebih-lebih akal. Dan
apabila akal telah hilang maka seseorang akan berubah menjadi hewan
ganas, dan dapat menimbulkan kejelekan dan kerusakan yang tanpa batas,
seperti pcmbunuhan, permusuhan, kejahatan, penyebaran rahasia, dan
khianat pada tanah air termasuk pengaruh dari minuman khamr.%

Selain khamar bisa menutup dan menghilang akal, khamar juga
berpengaruh terhadap banyak hal, seperti:?’
1. Khamar merusak kesehatan.

Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam Haditsnya
yang bermaksud : Bahwasanya khamar itu bukan obat tetapi adalah
sebagai pembawa penyakit. Mengikut kajian ilmiah bahwa khamar
menjadi sebab datangnya bermacam-macam penyakit seperti sakit perut,
hilang selera makan, perjalanan darah tidak teratur, sakit paru-paru,
lemah syahwat, sesak nafas, kecacatan pada kandungan, mandul dan
sebagainya.

2. Khamar adalah puncak kejahatan

Ada suatu hikayat yang bisa menjadi ibrah bagi kita, yakni :

“Dahulu ada seorang raja Bani Isra’il menangkap seorang, lalu orang itu

disuruh memilih, minum khamar, atau membunuh anak, atau berzina,

*Sabiq, Figh Al-Sunnah., hal. 314-315.

"Nuris “MinumanKeras”dalam http.//kabarislam. wordpress.com/2012/04/23/prosespengharaman-

khamarminuman-keras/, (15 Juni 2012).
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atau makan daging babi, atau di bunuh. Maka dia memilih minum
khamar, kemudian setelah dia mabuk maka tanpa disuruh semua

perbuatan itu ia lakukan.

. Khamar menyebabkan permusuhan

Ini dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya Surat Al-Maidah
ayat 91:Yang artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
(meminum) khamar dan berjudi itu.?® Apabila scorang itu mabuk maka
akalnya tidak dapat menghalang dirinya dari mengeluarkan kata-kata
atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Sehingga bisa terjadi

pergaduhan, permusuhan, dan pembunuhan.

. Menghabiskan harta

Jika seorang itu asyik minum khamar yang menjadi puncak
kejahatan maka sudah tentu dia melakukan kejahatan-kejahatan yang
lain seperti berjudi, berpoya-poya, pergi ke tempat-tempat maksiat
dengan menghabiskan uang dan harta. Jadi oleh karena itu hebatnya
bahaya daripada minuman khamar itu maka memang tepat sekali Islam
mengharamkan arak atau khamar serta menetapkan hukuman yang berat

kepada peminum-peminum khamar itu.

% Ibid.,
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Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada
hakekatnya segala jenis minuman yang memabukkan diharamkan
dikarenakan membahayakan bagi seseorang yang meminumnya, dapat dapat
menjadikan seseorang hilang akal dan kesadarannya sehingga dapat

menimbulkan kerusakan, permusuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

E. Pelaksanaan PERDA Perspektif Siyasah Syar’iyah

Pada dasarnya sccara filosofis peraturan perundang undangan
dibuat untuk terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kemudian
salah satu norma dalam tata cara penyususnan peraturan perundang undangan
adalah perundang undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Apabila
dilihat dari khirarkhi peraturan perundangan undangan maka kedudukan Perda
tentang miras lebih rendah dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997
tentang pengawasan minuman beralkohol, dengan demikian materi PERDA
tentang miras tidak boleh bertentangan dengan Kepres nomor 3 tahun 1997.

Dengan diberlakukannya otonomi dacrah, Pemda bersama DPRD
memimiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang Pemerintah Daerah

(Perda) yang disesuaikan dengan permasalahan daerahnya. Kewenangan ini di
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atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pada pasal 25 scbagai

berikut:®

1.

2.

Kepala Dacrah mempunyai tugas dan wewenang
Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama DPRD.

. Mengajukan rancangan PERDA.
. Menetapkan PERDA yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.

. Menyusun dan mengajukan PERDA tentang APBD kepada DPRD untuk

dibahas dan ditetapkan bersama.

. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa:“kekuasaan negara

dibedakan menjadi tiga: legislatif (al-sulthat al-tasyriiyyat, kekuasan

pembentukan undang-undang), yudikatif (al-suithat al-gadhd’iyyat, kekuasan

badan peradilan), dan eksekutif (al-sulthat al-tanfidziyyat, kekuasaan sebagai

pelaksana undang-undang). Selanjutnya Khallaf menjelaskan bahwa khalifah

% Lihat Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
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memegang tiga kekuasaan ini. Ia berhak membuat UU, melaksanakan UU, dan
dapat bertindak sebagai hakim (g4dhj). Dalam pelaksanaannya, wewenang-
wewenang tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh
para mujtahid dan mufti; keewenagan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim;
dan kewenangan eksekutif ditangani oleh khalifah, para sultan, dan perangkat
pemerintah di bawahnya.”*

Di samping itu, Fathi Utsman menjelaskan bahwa: “kekuasaan
pembentukan hukum dan undang-undang dalam negara Islam (legislatif) berada
di tangan para mujtahid dan AA/ al-Halli wa al-Aqdi, kekuasan pcradilan
(yudikatif) berada di tangan para hakim; dan kekuasaan pemerintahan
(eksekutif) berada di tangan khalifah dan para pemimpin di bawahnya. Lebih
penting dari itu, Khallaf menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah
konstitusional, bukan tirani.”"

Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa: “Politik harus sesuai
dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya sikap, dan kebijakan untuk mencapai
tujuan umum prinsip syari’at. Tujuan itu adalah: 1) Memelihara,
mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam, 2) Memelihara rasio dan
mengembangkan cakrawalanya untuk kepentiangan umat, 3) Memelihara jiwa
raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer, sekunder,

maupun seplementer, 4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan
usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal

% Ma’ruf Amin, “PERDA SI Antara ada dan Tiada”Lihat

http://ikadabandung. wordpress.com/2007/11/15/gerakan-pelaksanaan -syariat-islam/, (15 Juni
2012).

3\ bid., 76-77
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dan mengurai batas minimal, 5) Memelihara keturunan dengan memenuhit
kebutuhan fisik maupun rohani.”

Islam memahami politik bukan hanya soal berurusan dengan
pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, melainkan
juga menyangkut kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti
menduduki posisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lebih dari itu, ia
meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam
kehidupan jasmani maupun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara
umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Bangunan
politik semacam ini harus didasarkan pada kaidah figh, yang berbunyi:
Tasharruf al-imam ‘alaé manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin harus
berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat).”

Sementara itu, mengenai suatu dapat dikatakan maslahah, Amir
Mua’allim dan Yusdani dengan mengutip pendapat al-Buti mengatakan bahwa:
« Ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu: 1) Meprioritaskan
tujuan-tujuan syara’ (syari’at), 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur’an, 3)
Tidak bertentangan dengan al-Sunnah, 4) Tidak bertentangan dengan prinsip

qiyas, 5) Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting.”3 4

32Gahal Mahfudz, Nuansa Figih Sosial, (Yogyakarta: LkiS, 1994), 204.
31bid., 204-205.

3K amaruzzaman, Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan F undamentalis, (Magelang:
Indonesia Tera, 2001), 7.



BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 18 TAHUN 2001 di
KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG LARANGAN MIRAS

DALAM TINJAUAN S7YASAH SYAR’TYAH

A. Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Isi Perda Tentang Larangan Miras di

Kabupaten Pamekasan

Dari data yang telah diperoleh oleh penulis mengenai implementasi

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras, behwa

Minuman Keras (miras) merupakan minuman yang larang di Kabupaten

Pamekasan, baik untuk diproduksi, dijual, diedarkan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun

2001 Tentang Larangan Miras, sebagai berikut:'

1. Dilarang bagi setiap orang atau badan usaha atau perusahaan memproduksi,
mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan,
mengoplos, menjamu, membawa dan atau meminum minuman beralkohol.

2. Larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah berlaku untuk:

a. Diseluruh Daerah Kabupaten Pamekasan.

! Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Miras.

59
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b. Semua warga masyarakat Kabupaten Pamekasan.
c. Semua warga masyarakat daerah lain dan atau orang asing yang berada
di Kabupaten Pemekasan.

3. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah
minuman jamu yang mengandung alkohol untuk penyembuhan suatu
penyakit.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa
pelaksanaan Paraturan Daerah Tentang Larangan Miras di Kabupaten
Pamekasan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Pamekasan, baik
perorangan, kelompok, badan usaha, penduduk setempat, maupun pendatang.
Dengan diberlakukannya larangan minuman keras secara totalitas bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Pamekasan tersebut, maka tidak akan terjadi
diskrimanatif di antara kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Di samping
itu, larangan minuman keras di Kabupaten Pamekasan berlaku bagi seluruh jenis
minuman yang mengandung alkohol dengan tanpa terkecuali, baik kadar jenis
alkoholnya rendah, sedang, maupun tinggi.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

1997 Tentang Pengawasan dan Pengendaliah minuman beralkohol disebutkan
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mengenai golongan dan standar mutu minuman beralkohol sebagaimana

dicantumkan dalam pasal 3, yaitu:2

1. Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari
impor, kelompokkan dalam golongan-golongan sebagaimana berikut:

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan
kadar ethanol (C,HsOH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima
persen).

b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan
kadar ethanol (C,HsOH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20%
(dua puluh persen).

¢. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan
kadar ethanol (C,HsOH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55%
(lima puluh lima persen).

d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok
minuman keras yang diproduksi, pengedarand dan penjualannya sebagai
barang dalam pengawasan.

Di samping itu, terkait dengan pengedaran dan penjualan minuman

beralkohol tersebut di atas di atur dalam pasal 5, yaitu:®

2 Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol.
3 Ibid
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a. Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol secbagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar,
restoran, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali
Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibu kota Jakarta untuk Daerah Khusu Ibu Kota Jakarta.

b. Tempat tcrtentu lainnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilarang
berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi
tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta Untuk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut di
atas, dapat dipahami bahwa pemberlakuan dan implementasi larangan minuman
keras bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan tidak bertentangan
dengan Keputusan Presiden tersebut karena semenjak diberlakukannya otonomi
daerah, Pemerintah Daerah mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan
dan ketetapan dalam mengurusi masyarakat di daerahnya.

Sedangkan untuk menegakkan implemantasi larangan minuman
keras di Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan
pengawasan dan penyidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4

butir 1, sebagai berikut:*

* Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Miras.
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1. Pasal 3

a. Pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan secara instansional di
bawah koordinasi Kepala Daerah.

b. Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas
Terpadu.

2. Pasal 4 butir 1

a. Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemetintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.

Mengenai penyidik, KUHAP telah di atur dengan jelas dalam pasal

1 butir | dan 2, yang berbunyi:

a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan uraian mengenai pengawasan dan penyidikan larangan
minuman keras di Kabupaten Pamekasan tersebut di atas, dapat dipahami

bahwa pengawasan dan penyidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
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Pamekasan tcrkait dengan implementasi larang minuman keras bagi masyarakat
secara keseluruhan, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
masyarakat Pamekasan terkait dengan larangan minuman keras guna
ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada penuntut umum agar diberi sanksi pidana
sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun tindak pidana yang diberikan terkait dengan larangan
minuman kcras di Kabupaten Pamekasan, yaitu diberlakukan bagi seluruh
tindak pidana minuman keras sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, yang
berbunyi:>
a. Dilarang bagi setiap orang atau badan usaha atau perusahaan memproduksi,

mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan,
mengoplos, menjamu, membawa dan atau meminum minuman beralkohol.

Tindak pidana minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan di ataur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10,
dan pasal 11, sebagai berikut:®
1. Pasal 5: Barang siapa memproduksi dan mengoplos minuman baralkohol

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana

denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5 Ibid

8 Ibid
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2. Pasal 6: Barangsiapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan
minumal beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Pasal 7. Barangsiapa menimbun atau menyimpan minuman beralkohol
diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

4. Pasal 8: Barang siapa menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana
kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5. Pasal 9: Barang siapa membawa, meminum minuman beralkohol diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

6. Pasal 10: Barang siapa meminum minuman beralkohol di Iuar Wilayah
Kabupaten Pamekasan kemudian mamasuki Wilayah Kabupaten Pamekasan
dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

7. Pasal 11: Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud
pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana tambahan yaitu
usahanya ditutup dan barang buktinya di sita untuk dimusnahkan .

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana tersebut di atas, dapat

dipahami bahwa tindak pidana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
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Pamekasa terkait implementasi larangan miras diberikan kepada seluruh orang-
orang yang berkaitan dengan minuman keras, seperti yang terjadi di Rumah
Sakit Umum Pamekasan yang dimusnahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana tersebut tidak terdapat
diskriminatif dalam artian tidak hanya diberikan bagi peminum saja akan tetapi

juga diberikan kepada penjual, pengoplos, dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Respon Masyarakat Tentang Adanya

Perda Larangan Miras

Dari data yang peneliti peroleh mengenai respon masyarakat dari
Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu bapak Joko, terkait dengan pelaksanaan
Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tentang Larang Miras di Kabupaten
Pamekasan, baru-baru ini sebagaimana diberitakan oleh media bahwa sebanyak
3.089 botol minuman beralkohol hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Pol
PP) Pamekasan Jawa Timur dimusnahkan di halaman Rumah Sakit Umum
Daerah Pamekasan. Pemusnahan barang bukti itu dilaksanakan setelah ada
keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan soal tindak pidana ringan. Pemusnahan
dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama
Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Agus Irianto, serta jajaran forum

pimpinan daerah lainnya.’

7 Joko, Ketua Satuan Pamong Praja, melalui wawancara, pada hari minggu, tanggal 22 Juni 2012.
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Dilihat dari pengamatan peneliti pemusnahan minuman tersebut,
dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dulu Kabupaten Pamekasan,
sudah memberlakukan nilai-nilai keislaman terutama penerapan tentang larangan
miras. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin
memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya khususnya
tentang larangan miras. Potensi umat serta adanya sarana dan prasarana yang
cukup menjadi peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan
syariat Islam di daerah Kabupaten Pamekasan ini.

Mengenai Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan
Miras di Kabupaten Pamekasn, peneliti malakukan wawancara dengan salah
satu tokoh masyarakat di Pamekasan, yaitu bapak H. Masduki selaku lurah
Kecamatan Waru Pamekasan.® Beliau mengatakan bahwa pemberantasan
minuman keras di Kabupaten Pamekasan memang terus dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten, baik kepada peminum, penjual, pengoplos, dan lain
sebagainya. Dengan demikian, apabila pemberantasan minuman-minuman
beralkohol yang merupakan salah satu penyakit masyarakat tetap dilaksanakan
maka masyarakat Pemekasan akan hidup sehat dan aman karena minuman-
minuman beralkohol sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, melalui data yang peneliti kumpulkan terkait

Peraturan Daerah Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan, peneliti

¥ Masduki, Tokoh Masayarakat, melalui wawancara, pada hari kamis, tanggal 7 Juni 2012.
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menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tantang
Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan memang tetap dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat diketahui melalui penolakan pencabutan
Perda Miras yang dilakukan oleh Juru Bicara DPRD Pamekasan, yaitu Suli Faris
terkait Surat Edaran Mendagri Gamawan Fauzi 188.34/ 4561/SJ tanggal 16
November 2011 yang mengusulkan untuk mencabut Perda Larangan Miras di
sejumlah daerah.

Suli Faris menyatakan dengan tegas dalam diskusi bertema

"Dampak Bahaya Minuman Keras Bagi Masyarakat" di Pamekasan bahwa

Pemerintah Dacrah Kabupaten Pamekasan tidak akan pernah merevisi apalagi

mencabut Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tantang Larangan Miras di

Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Arif yang mengutip pendapat bapak suli

. “Suli menjelaskan ada sejumlah pertimbangan DPRD Pamekasan tidak

bersedia mencabut ataupun merevisi Perda anti minuman keras itu, yaitu:’®

1. Kami menganggap bahwa perda itu tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi.

2. Peraturan Presiden nomor 03 Tahun 1997 yang menjadi acuan Mendagri
untuk mencabut perda, dalam struktur hukum di Indonesia tidak termasuk
bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum
mengikat.

3. Menurut Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Perpres tersebut tidak harus
dipatuhi.

4. Tindak pidana kriminal yang sering terjadi akhir-akhir ini sebagian besar
disebabkan oleh minuman keras dan sejenisnya, seperti narkotika dan lain-
lain.”

Di samping itu melalui data yang peneliti peroleh dari salah satu
staf Pemkab Kabupaten Pamekasan, yaitu bapak mulyono menyatakan akan

memberantas minuman keras ini dan menolak untuk mencabut Perda Nomor 18

% Arief , Sekertaris Daerah Pamekasan, melalui wawancara, pada hari kamis, tanggal 7 Juni 2012.
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Tahun 2001, tentang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah
Kabupaten Pamekasan.'® Bapak Wahidin Juga menambah beliau menyatakan
bahwa "Kami nyatakan dengan tegas bahwa kami tidak akan pernah merevisi
perda tersebut. Ia juga menjelaskan, ada beberapa pertimbangan PERDA dan
Pemkab Pamekasan tidak bersedia mencabut ataupun merevisi PERDA Nomor:
18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol tersebut, antara
lain'' karena Tindak pidana kriminal yang sering terjadi akhir-akhir ini sebagian

besar disebabkan oleh minuman keras dan sejenisnya, seperti bir.

Sebenarnya masyarakat Pamekasan sendiri sudah banyak yang tau
tentang Perda larangan Miras, menurut Mustofa, larangan miras sudah sesuai
dengan norma dan keinginan masyarakat. Di samping itu, materi muatan perda
tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, juga dengan norma atau
ketentuan yang telah syariatkan agama. Untuk minuman keras sendiri, agama
telah mengatur secara tegas bahwa hukumnya haram dan harus dijauhi.
Pertimbangan lainnya, Perda tentang larangan minuman keras yang ada di
Pamekasan itu sudah 10 tahun dan masyarakat Pamekasan sendiri tidak ada yang

keberatan, atau menolak perda tersebut. Semua masyarakat setuju. Sekarang saja,

' Mulyono , Staf Pemkab Pamekasan, melalui wawancara, pada hari minggu, tgl 22 Juni 2012,

! Wahidin » Staf Pemkab Pamekasan, melalui wawancara, pada hari minggu, tgl 22 Juni 2012.
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kata dia, saat minuman keras dilarang, masih banyak yang mabuk-mabukan,
apalagi tidak dilarang, katanya menambahkan. 2

Selain itu, Menurut tokoh agama KH. Muhammad Ridwan
Menyatakan akan terus berjuang dan melawan untuk tidak mencabut atau
merevisi perda tersebut, yang menurut beliau, keberadaan Perda larangan miras
merupakan syiar dan moral agama islam. Karena Kabupaten Pamerkasan
merupakan kabupaten santri yang akan lebih menekankan nilai keislaman.'?

Melalui data yang peneliti peroleh di Kabupaten Pamekasan di
kabupaten ini tidak ada tempat karaoke, diskotik, bahkan tempat yang dianggap
wilayah hitam. Menurut Bapak Solihin tempat-tempat tersebut tidak pantas
berada di wilayah santri ini karena visi dan misis Kabupaten Pamekasan ini akan
selalu meningkatkan kualitas ketakwaan dan nilai-nilai keislaman."

Di Kabupaten ini meskipun ada beberapa hotel, yang antara lain
hotel madinah dan hotel garuda, tetapi aparat hotel sendiri selalu mengecek bagi
pengunjungnya sebelum dan sesudah menempati hotel tersebut karena semua

hotel yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ini bekerjasama dengan Satpol PP

dan dengan aparat hukum lainnya.15

2 Mustofa , Masyarakat Pamekasan, melalui wawancara, pada hari sabtu, tangga 21 Juni 2012.
13 Muhammad Ridwan , Tokoh Agama, melalui wawancara, pada hari sabtu, tangga 21 Juni 2012.
¥ Solihin, Pemilik Hotel Madinah melalui wawancara, pada hari sabtu, tangga21 Juni 2012.

15 Suswanto , Penjaga Hotel Madinah melalui wawancara, pada hari sabtu, tangga21 Juli 2012.
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Dari beberapa respon masyarakat yang peneliti peroleh semangat
membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai banyak
pihak yang mendukung untuk tetap melarangnya, meskipun ada yang pro-
penerapan syariat khususnya para pihak yang mendukung dan mengedarkan
untuk mencabut larangan miras, yaitu Mendagri merupakan tuntutan yang harus
ada bagi masyarakat Pamekasan untuk tetap menerapkan larangan miras. Selain
itu aspek yang lain yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya antusiasme para
pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik
eksekutif maupun legislatif yang ikut berperan serta untuk tetap memberlakukan
larangan miras, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan
upaya-upaya sebagai bentuk penegasian Pamekasan sebagai daerah agamis dan
berpegang teguh pada norma-norma agama Islam dengan bekereja sama dengan
para pihak yang terlibat seperti pemilik hotel, Satuan Pamong Praja, Polisi, dan
masyarakat yang sanagt berpengaruh khususnya Kyai dan tokoh masyarakat

lainnya.

C. Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Implementasi PERDA No. 18
Tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Pamekasan
Larémgan miras yang dilakukan oleh Pemerintah Pamekasan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001
dikarenakan minuman beralkohol pada hakekatnya merugikan kesehatan,

merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma-norma agama dan
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susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis.

Berdasarkan data terscbut dapat dipahami bahwa larangan
minuman beralkohol di Kabupaten Pamekasan dikarenakan dapat merugikan
masayarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut sesuai
dengan tujuan pelarangan khamr yang di katakana oleh Sayyid Sabiq, bahwa
dikharamkannya khmarialah untuk mewujudkan pribadi yang kuat bagi manusia
baik pada badan, jiwa, dan akalnya. Tidak dapat diragukan bahwa khamr dapat
melemahkan pribadi seseorang dan -menghilangkan elemen-elemennya, lebih-
lebih akal. Dan apabila akal telah hilang maka seseorang akan berubah menjadi
hewan ganas, dan dapat menimbulkan kejelekan dan kerusakan yang tanpa
batas, seperti pembunuhan, permusuhan, kejahatan, penyebaran rahasia, dan
khianat pada tanah air termasuk pengaruh dari minuman khamr.'®

Di samping itu, Selain khamrbisa menutup dan menghilang akal,
khamrjuga berpengaruh terhadap banyak hal, seperti: 17
1. Khamrmerusak kesehatan

Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam Haditsnya yang

bermaksud : Bahwasanya khamr itu bukan obat tetapi adalah sebagai

pembawa penyakit. Mengikut kajian ilmiah bahwa khamr menjadi sebab

'6 Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, Juz I1 , (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 314-315.

17 Ahmad Al Munawar, “Proses pengharaman khamar”Lihat
http.//kabarislam. wordpress.com/2012/04/23/proses-pen haraman-khamarminuman-keras/, (15 Juni

2012).
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datangnya bermacam-macam penyakit seperti sakit perut, hilang selera
makan, perjalanan darah tidak teratur, sakit paru-paru, lemah syahwat, sesak
nafas, kecacatan pada kandungan, mandul dan sebagainya.
2. Khamr adalah puncak kejahatan
Ada suatu hikayat yang bisa menjadi ibrah bagi kita, yakni :
“Dahulu ada seorang raja Bani Isra’il menangkap seorang, lalu orang itu
disuruh memilih, minum khamr, atau membunuh anak, atau berzina, atau
makan daging babi, atau di bunuh. Maka dia memilih minum khamr,
kemudian setelah dia mabuk maka tanpa disuruh semua perbuatan itu ia
lakukan.
3. Khamrmenyebabkan permusuhan
Ini dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya Surat Al-Maidah ayat
91:Yang artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
(meminum) khamar dan berjudi itu. Apabila seorang itu mabuk maka
akalnya tidak dapat menghalang dirinya dari mengeluarkan kata-kata atau
perbuatan yang menyakiti orang lain. Sehingga bisa terjadi pergaduhan,
permusuhan, dan pembunuhan.
4. Menghabiskan harta
Jika seorang itu asyik minum khamr yang menjadi puncak

kejahatan maka sudah tentu dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lain
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seperti berjudi, berpoya-poya, pergi ke tempat-tempat maksiat dengan
menghabiskan uang dan harta. Jadi oleh karena begitu hebatnya bahaya
daripada minuman khamr itu maka memang tepat sekali Islam
mengharamkan arak atau khamr serta menetapkan hukuman yang berat
kepada peminum-peminum khamr itu.
Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada
hakekatnya segala jenis minuman yang memabukkan diharamkan dikarenakan
membahayakan bagi seseorang yang meminumnya, dapat dapat menjadikan
seseorang hilang akal dan kesadarannya sehingga dapat menimbulkan kerusakan,
permusuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya.
Jumhur ulama’ sepakat seseorang bahwa seseorang yang meminum
khamr dikenakan hukuman /ad, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai
kadar hukuman Aad tersebut, yaitu sebagai berikut:'®
a. Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hukuman /Aad bagi
seseorang yang meminum khamr dikenakan hukuman delapan puluh jilid
karena Umar telah menetapkannya dengan delapan puluh ji/id dan disetujui
oleh para sahabat.

b. Imam Syafi’i mengatakan bahwa hukuman Aad bagi seseorang yang minum

khamr yaitu empat puluh jilid karena hal tersebut ditetapkan oleh Nabi.

'8 Abd Al-Rahman Al-Jazairi, AI-Figh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Juz. V, (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-Iimiyah, 2003), 14-15.
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Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas: “Bahwa Nabi
memukul seseorang yang minum khamr dengan pelepah kurma dan sandal
sebanyak empat puluh kali.”

Dalam kajian siyasah syar’iyah, Abd Wahhab Khallaf menyatakan:
“bahwa siyasah syar’iyah merupakan wewenang pengusa dalam mengatur
kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan
terhindar dari segala kemudaratan, dalam batas-batas yang ditentukan syara’ dan
kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan
jjtihad ulama’.”"

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kaitannya dengan
implementasi Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras di Kabupaten
Pamekasan, bahwa larangan minuman keras yang di lakukan oleh Pemerintah
Pamekasa melalui Peraturan Daerah bagi seluruh masyarakat Pemekasan
merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran masyarakat Pamekasan dari
kemudaratan dan segala bahaya dari dampak minuman keras, dan sebagai upaya
menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di

Kabupaten Pamekasan.

19 K amaruzzaman, Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis, (Magelang:

Indonesia Tera, 2001), 6.
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Sementara itu, mengenai suatu dapat dikatakan maslahah, Amir

Mua’allim dan Yusdani dengan mengutip pendapat al-Buti mengatakan bahwa: *

Ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu: *°

1.

2.

Meprioritaskan tujuan-tujuan syara’ (syari’at).
Tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.

Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas.
Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting.

Di samping itu, Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa: “Politik

harus sesuai dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya sikap, dan kebijakan untuk

mencapai tujuan umum prinsip syari’at. Tujuan itu adalah: 2

1.

Memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam.

2. Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentiangan
umat.

3. Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik
primer, sekunder, maupun seplementer.

4. Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan
menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurai batas
minimal.

® Ibid., 7.

2! Sahal Mahfudz, Nuansa Figih Sosial, (Yogyakarta: LkiS, 1994), 204.
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5. Memelihara keturunan dengan memenuhit kebutuhan fisik maupun ruhani.
Dengan demikian, melalui uraian tersebut di atas dapat dipahami
bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan
di Kabupaten Pamekasan merupakan peraturan untuk memelihara masyarakat
Pamekasan agar terhindar dari bahaya karena minuman keras merupakan
minuman yang berdampak negatif baik bagi peminumnya maupun bagi orang
lain. Di samping itu juga dapat dipahami, bahwa impelemantasi Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan tengtang larangan minuman keras tersebut
merupakan peraturan yang berlandaskan norma-norma agama Islam dengan

memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Pamekasan.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang
telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji
dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras
di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat
pamekasan tanpa terkecuali, baik peminum, pengoplos, penjual, penjamu,
pengedar, penimbun, dan penyimpan. Secara implementatif, Pemerintah
Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan dan penyidikan secara
intansional untuk mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan
berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut.
Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan minuman keras di
Kabupaten Pamekasan diberikan bagi seluruh orang yang berhubungan
dengan minuman keras, baik masyarakat pamekasan sendiri méupun
masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan.

2. Bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang

Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan menurut tinjauan siyasah

78
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syar’iyah merupakan peraturan yang mengedepankan asas kemaslahatan
bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran
masyarakat Pamekasan dari kemudaratan dan segala bahaya dari
dampak minuman keras, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan

bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh baik dari kajian pustaka
maupun lapangan terkait dengan penulisan penelitian ini, yang berjudul

“Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Implementasi Perda No.18

Tahun 2001 Tentang Larangén Miras di Pamekasan”, maka peneliti
menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat
bermanfaat dan berguna bagi Perda dan pihak-pihak yang terkait,
sebagaimana berikut:

1. Pihak Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap memberlakukan dan
melarangan miras/khamar karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak
baik dan merugikan. Selain itu pihak Perda tetap menghukum, melakukan
pengawasan dan penyidikan secara intansional untuk mencari,
mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah tersebut bagi seluruh masyarakat pamekasan
tanpa terkecuali, baik peminum, pengoplos, penjual, penjamu, pengedar,
penimbun, dan penyimpan..

2. Pihak Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap mengimplementasikan dan

meninjau menurut siyasah syar’iyah tentang larangan miras dengan
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mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, karena lebih banyak
mudaratnya dari pada manfaatnya, khususnya dapat merusak generasi
penerus bangsa. Selain itu pemerintah tetap mengupayakan supaya

masyarakat tetap menghindari miras atau khamar.
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